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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Anak sebagai artis dapat dikualifikasikan sebagai anak yang tekena
eksploitasi ekonomi apabila :
a. Hak-hak anak terabaikan
b. Keinginan untuk mengubah keadaan ekonomi menjadi-lebih baik

dari sebelumnya.

c. Merasa tersiksa dan tertekan

2. Hal-hal yang mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagal
artis dikarenakan-beberapa faktor yakni-:
a. Booming media/ televisi
b. Ambisi orang tua
c. Keadaan ekonomi yang sulit sehingga menginginkan jalan pintas

3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan eksploitasi ekonomi
terhadap anak sebagai artis yakni:
a. Keluarga
b. Lingkungan Masyarakat
c. Pemerintah
d. Negara

e. Masyarakat Internasional



B. Saran

Oleh karena itu maka pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan

eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis seharusnya mendapat teguran

dan peringatan keras, sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Pihak-pihak tersebut

yakni keluarga, kemudian masyarakat setempat, lebih luas lagi pemerintah,

negara, bahkan masyarakat internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak,. karena keterbatasan
kodrati yang melekat padanya, baik fisik dan mentalnya, anak
membutuhkan intervensi dengan kadar yang berbeda dari masing-masing

lingkungan-lingkungan tadi.

2. Secara berjenjang tanggung jawab untuk melindungi anak terletak pada

orang tua/keluarga, masyarakat setempat, dan negara. Namun pelaksanaan
tanggung jawab-ini-sangat bergantung sampai sejauh mana kemampuan
dari orang tua/keluarga dan masyarakat setempat dapat melindungi anak-
anak. Jika orang tua/ keluarga dan masyarakat diliputi kemiskinan karena
proses pemiskinan, maka tanggung jawab ini secara yuridis beralih
menjadi tanggung jawab negara. Pembedaan kadar ini dalam konsep hak
asasi manusia menyangkut siapa sesungguhnya pemegang kewajiban

untuk memenuhi hak asasi manusia.

3. Pemegang kewajiban ini dibebankan kepada negara karena negara satu-

satunya pemilik otoritas bahkan sumber daya untuk memenuhi
kewajibannya.Kemiskinan orang tua/keluarga dan masyarakat setempat

sesunguhnya tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi orang tua/keluarga



dan masyarakat untuk melakukan tindakan eksploitatif. Namun apabila
menilik proses pemiskinan yang sistematis dan terstruktur yang menjadi
penyebab mereka miskin seperti penggusuran rumah dan usaha non formal
masyarakat miskin, maka orang tua/keluarga dan masyarakat setempat
yang terkungkung kemiskinan tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Orang
tua/keluarga miskin dengan kekuasaan sebagai orang tua/dewasa akan
menggunakan kekuasaanya ketika menjalin relasi dengan anaknya. Anak
tentu tidak bisa menolak. Relasi seperti ini kemudian mendapatkan
pembenaran oleh masyarakat setempat yang secara kultur yang
menoleransi eksploitasi karena alasan ekonomis.
Sehingga seharusnya negara membuat aturan yang lebih tegas
mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak serta hal-hal yang terkait
dengan itu, dan -yang terpenting _memperhatikan dengan sungguh

penerapannya di lapangan sehingga tidak hanya menjadi aturan semata..
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